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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi pada programGGD yang 
berkaitan dengan peserta, kepanitiaan, dan bimbingan teknis GGD. Metodepenelitian 
adalahkualitatif deskriptif karena penelitian ini ingin mendapatkan informasi inp ut dari 
kebijakan program GGD. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terbuka, 
dokumen, dan studi dokumentasi. Sumber data adalah Direktorat GTK, Kemdikbud, Kepala 
Biro SDM Kemdikbud, kepanitiaan GGD. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian 
ini adalah triangulasi data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peserta GGD telah mengikuti 
rangkaian prosedur yang ditetapkan dalan kebijakan GGD, kepanitian telah menetapkan 
persyaratan yang sesuai kebutuhan dari implementasi GGD, serta bimbingan teknis diberikan 
agar para peserta GGD siap bekerja di daerah 3T. Semua sumber daya yang terlibat dalam 
program GGD baik pusat sampai daerah berpartisipasi melakukan program ini dengan baik. 
Hasil penelitian merekomendasikan kepada untuk menyediakan aktivitas yang 
mampu meningkatkan profesionalistas peserta GGD. 
 

















The purpose of this study was to obtain the results of the evaluation of the input for the GGD 
program  related  to  the  participants,  the  committee,  and  the  GGD technical  guidance.  The 
research method is descriptive qualitative because this research wants to get input information 
from the GGD program policies. Data collection techniques used open interviews, documents, 
and documentation studies. Data sources are the GTK Directorate, Kemdikbud, Head of the 
Ministry  of  Education  and  Culture's  HR  Bureau,  the  GGD  committee.  The  data  analysis 
technique used data triangulation. The results of the study concluded that the GGD participants 
had followed a series of procedures stipulated in the GGD policies, the committee had set 
requirements according to the needs of the GGD implementation, and technical guidance was 
provided so that the GGD participants were ready to work in the 3T areas. All the resources 
involved in the GGD program, from the central to the participating regions, did this program 
well. The results of the study recommended to provide activities that can improve the 
professionalism of GGD participants. 
 














Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 
tertulis bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu.  Namun realita yang terjadi yaitu guru-guru Indonesia 
hanya terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten, sedangkan di daerah 3T (Tertinggal, 
Terluar & Terdepan) mengalami kekurangan guru profesional. Rasio siswa per- 
guru (RSG) yang rendah dalam skala makro nasional bukanlah indikator yang 
positif, karena menyembunyikan ketidakmerataan penempatan guru. Studi 
Kualitatif  pada  beberapa  sekolah  di  daerah  terpencil  menunjukkan  rata-rata 
jumlah guru honorer di SD dan SMP Negeri telah mencapai 60% dengan RSG 
minimal 1:35, kontras dengan daerah perkotaan yang mencapai   RSG 1:14, 
termasuk guru honorer (Suryadi, 2016). Kekurangan dan penempatan guru yang 
tidak merata ini menjadi sumber utama persoalan guru saat ini, sehingga 
menimbulkan dampak pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Sebab itu, 
Pemerintah wajib menaikkan RSG dan memeratakan penempatan guru agar 
terwujud efisiensi tata kelola guru (redistribusi guru) yang baik di Indonesia. 
Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melakukan langkah strategis dalam 
menyelesaikan permasalahan pendidikan di daerah 3T dengan melakukan 
terobosan Kebijakan Afirmasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) melalui penempatan Calon Guru Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 
daerah 3T (tertinggal, terluar & terdepan) yang berdasarkan data dari Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendikbud serta 
usulan daerah yaitu Program Guru Garis Depan (GGD). Program GGD ini 
merupakan (1) program sinergis antara Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), (Kemendikbud), dan Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang 
mengapresiasi para Sarjana berkarir sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 
daerah 3T, (2) upaya pemerintah untuk memeratakan akses pendidikan, dan (3) 
terobosan  inovatif  untuk  memenuhi  kekurangan  guru  di  daerah   3T  serta 










dilakukan   sebagai   upaya   pemerataan,   perluasan   akses,   percepatan,   dan 
peningkatan kualitas pendidikan dapat bergerak bersamaan di seluruh nusantara. 
Guru yang ditugaskan sebagai GGD adalah guru profesional yang telah memiliki 
Sertifikat Pendidik lulusan PPG SM3-T yang telah mengikuti pengabdian sebagai 
Sarjana Mendidik di daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan. Guru lulusan PPG 
tersebut adalah pemegang sertifikat pendidik yang layak secara administratif, serta 
telah melalui sejumlah proses penguatan kompetensi keguruan, kepribadian dan 
jiwa nasionalisme pada saat mengajar di daerah 3T. 
Penelitian ini bertujuan sebagai upaya sistematik untuk mengetahui sejauh 
mana terjadi peningkatan kualitas pendidikan dasar di daerah 3T sebab hadirnya 
kebijakan  program  GGD.  Baik  secara  kapasitas dan  kualitas tata  kelola  guru 
(redistribusi guru) yang efektif, demokratis, antisipatif, dinamis, transparan, 
akuntabel, dan memberikan keteladanan dalam memberdayakan semua komponen 
masyarakat demi terciptanya pemerataan pendidikan secara nasional. Penelitian 
ini difokuskan pada kegiatan evaluasi kebijakan program Guru Garis Depan yang 
dilakukan dengan menggunakan standar dan orang-orang yang terlibat dalam 
kegiatan  yang  di  evaluasi.  Hasil  dari  penelitian  evaluasi  ini  akan  digunakan 
sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dari suatu kebijakan 
dan program. Subfokus penelitian ini ditujukan pada sasaran dan tujuan kebijakan, 
latar kebutuhan penyelenggaraan kebijakan program GGD, kesiapan sumber daya 
dan manajemen penyelenggaraan kebijakan program tersebut yang ditetapkan 
sebagai aspek komponen untuk dievaluasi. Untuk mengetahui sejauh mana target 
dan sasaran kebijakan program GGD ini tercapai dapat dilihat dari hasil 
penyelenggaraan kebijakan program tersebut, antara lain : 
a)   Kebijakan program GGD yang memuat tujuan dan sasaran GGD 
 
b)   Kesiapan   sumber   daya   dan   manajemen   penyelenggaraan   Calon 
 
Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD/GGD) 
 
c) Proses     penyelenggaraan     kebijakan     program     GGD     dalam 
meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi GGD 
d)   Proses  pelaksanaan  kebijakan  program  GGD  dalam  meningkatkan 
 










e) Hasil/Output   kebijakan   program   GGD   setelah   penyelenggaraan 
program GGD dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di 
daerah 3T 
f) Faktor pendukung yang membantu proses penyelenggaraan kebijakan 
program GGD 
g) Faktor    penghambat    dalam    pelaksanaan    program    GGD    yang 
merupakan kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran program 
GGD sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
 
 
Penelitian evaluasi kebijakan program GGD ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif untuk menemukan efektifitas dan dampak dari kebijakan 
Program GGD terhadap peningkatan kualitas pendidikan dasar yang ada di daerah 
3T dengan memilih model evaluasi CIPP evaluasi CIPP (Context, Input, Process, 
Product) direkomendasikan untuk evaluasi kebijakan program pendidikan. 
Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan wawancara, studi 
dokumentasi, analisis dokumen dan questioner tentang kebijakan program GGD 
akan diolah dan disajikan secara deskriptif dengan melakukan teknik analisis 
Triangulasi Data yang meliputi prosedur sebagai berikut; Reduksi Data, Display 
Data, Kesimpulan dan Verifikasi. Berdasarkan penelitian evaluasi kebijakan 
program GGD yang diteliti menunjukkan hasil evaluasi sebagai berikut; 
1. Konteks: Kebijakan Program GGD telah berjalan cukup baik meskipun terdapat 
beberapa kendala yang menghambat impelementasi nya di daerah sasaran. 
Program GGD telah dijalankan sesuai Standar/acuan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat sebagai langkah mengatasi kekurangan guru di daerah 3T. Hal 
ini dibuktikan dengan Aturan atau pedoman dalam melakukan serangkaian 
kegiatan untuk merencanakan dan melaksanakan program GGD sesuai ketentuan 
yang ditetapkan yaitu; Standar bagi Kemendikbud dalam melakukan persiapan 
pelaksanaan Pengadaan CPNS GGD Tahun 2016, Standar bagi Pemerintah 
Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pengadaan CPNS GGD 
Tahun  2016,  Sistem  informasi  kepada  masyarakat  agar  dapat  membantu 










Tahun 2016; Standar dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
Pengadaan CPNS GGD Tahun 2016; Standar dalam melaksanakan Tes 
Kompetensi Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui Pengadaan CPNS 
GGD Tahun 2016 dan; Standar bagi GGD dalam melaksanakan tugas dan 
kewajiban serta memperoleh haknya. 
2. Input: Sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan program 
GGD sudah sangat baik dan melaksanakan tugas serta kewajiban sesuai standar 
prosedur dan petunjuk teknis yang dibuat dalam pedoman pengadaan program 
GGD.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  distribusi  Guru  Garis  Depan  yang  telah 
merata di seluruh wilayah  Indonesia  yang termasuk dalam kategori daerah 
khusus dengan persebaran GGD 1 di 4 Provinsi dengan jumlah guru sebanyak 
798 GGD   yang berhasil di tugaskan di 28 Kabupaten, dan kemudian 
keberhasilan program GGD 1 ini menginisiasi penambahan formasi GGD di 
tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah peserta 
GGD sebanyak 6.296 guru yang berhasil di tugaskan di 93 Kabupaten di 24 
Provinsi, berdasarkan Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015. Dari hasil 
penelitian menyatakan bahwa terdapat kesesuaian antara sumber daya yang 
dibutuhkan dengan sumber daya yang terserap di daerah 3T. Hal tersebut 
menunjukkan adanya keterlibatan dan partisipasi aktif antara kepanitiaan GGD 
dari Pemerintah Pusat (KemenPAN-RB, Kemendikbud, Kemenristekdikti, 
Kemenkeu, Kemendes-PDT, BKN, LPTK) dengan Pemerintah Daerah (Kepala 
Daerah/Gubernur/Bupati, BKD, LPPMP, dan Dinas Pendidikan di daerah 3T) 
dan Peserta GGD. 
3. Proses: Berdasarkan data analisis hasil evaluasi proses diketahui bahwa 
kebijakan program Guru Garis Depan telah melaksanakan sejumlah kegiatan 
implementasi program GGD dengan cukup baik sesuai pedoman pengadaan 
GGD yang meliputi;   recruitmen dan seleksi (sosialisasi, penyiapan data 
potensi GGD, dan penetapan formasi), Pembekalan sebelum keberangkatan 
dan  penempatan  serta  Penetapan NIP  (Nomor  Induk  Pegawai)  CPNS D 
GGD. Proses sosialisasi kebijakan program GGD membutuhkan waktu cukup 










GGD di anggap menghapus kesempatan putra daerah untuk menjadi CPNS 
Daerah asal mereka. Sosialisasi kebijakan program GGD diawali dengan 
melakukan rapat koordinasi untuk menganalisis kebutuhan guru dan penetapan 
formasi GGD, sebab melibatkan para pemangku kebijakan serta stakeholder 
yaitu Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud, Kemenristekdikti, KemenPAN- 
RB, Kemenkeu dan Kemendes-PDT dan Pemerintah Daerah melalui Kepala 
Daerah (Gubernur/Bupati), Pemerintah Kabupaten, BKD (Badan Kepegawaian 
Daerah) dan Dinas Pendidikan Daerah/Provinsi. 
4.Product : Program GGD memberi dampak secara kelembagaan bagi dinas 
pendidikan di daerah 3T, persoalan kekurangan guru secara kuantitas 
merupakan persoalan riil yang harus segera diselesaikan. Tingkat ketercapaian 
kebijakan program GGD dapat diukur dengan komitmen Pemerintah Pusat, 
GGD dan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar 
di daerah 3T. Pemerintah Kabupaten juga menyatakan bahwa kehadiran GGD 
memberikan nuansa baru. Mereka memberikan inspirasi, motivasi, semangat, 
sumber belajar, dan role model bagi guru-guru di daerah 3T. GGD telah 
memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadi guru garda terdepan dengan 
pendidikan profesional yang telah dimiliki sehingga GGD menjadi guru-guru 
pilihan yang siap membangun pendidikan di pelosok negri (daerah 3T). 
 
 
Dengan  demikian,  hasil  penelitian  ini  telah  sesuai  namun  terdapat 
beberapa kendala dalam pelaksanaan di Tingkat Daerah sesuai yang disampaikan 
dalam hasil penelitian ini. Penyelenggaraan kebijakan program GGD dengan 
mendistribusikan sejumlah guru garis depan diharapkan mampu mengatasi 
kekurangan guru profesional di daerah 3T sehingga dapat meningkatkan kualitas 
pendidikan di daerah sasaran. Metode riset evaluasi kebijakan program GGD ini 
dapat dijadikan sebuah rekomendasi suatu program pemerataan pendidikan atau 
membantu  mengukur  efektivitas suatu  kebijakan  program  pendidikan  nasional 
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